BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI NATUNA,

bahwa Pasal 81 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 mengamanatkan
pengelolaan barang milik daerah diatur
dalam Peraturan Daerah;

bahwa barang milik daerah sebagai salah
satu unsur penting dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat harus dikelola
dengan baik dan benar agar dapat
dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan
semangat otonomi daerah;

bahwa dalam rangka menjamin
terlaksananya tertib administrasi dan tertib
pengelolaan barang milik daerah diperlukan
adanya kesamaan persepsi dan langkah
secara integral dan menyeluruh dari unsur-
unsur yang terkait dalam pengelolaan
barang milik daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf
b, dan huruf ¢ dipandang perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.



Mengingat

1.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Agraria  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 53 Tahun
1999 Tentang Pembentukan  Daerah
Kabupaten Palawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Nomor 3968);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 111. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);



10.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2967);



11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1994 tentang Rumah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4515);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan
dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan
Negara dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 407 3);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);



16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);

Peraturan Pemeritah Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 156);

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;



